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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena bad governance 
pasca reformasi. Faktor utamanya adalah karakter moral Aparatur Sipil Negara 
(ASN).Lokasi penelitian di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)  Kota Bekasi.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi nilai etika 
ASN di kantor DPM-PTSP untuk mewujudkan Good Governance, menggali nilai-
nilai karakter apa yang perlu dikembangkan dalam pembinaan nilai etika ASN, 
serta merumuskan model pembinaan tersebut.  
Kebaruan penelitian ini dari perspektif holistik dan metode yang 
fenomenologi-hermeneutik untuk mengungkap temuan masalah. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pembinaan nilai etika ASN di kantor DPM-PTSP Kota 
Bekasi secara umum sudah baik, terbukti dari prestasi kinerja DPM-PTSP dengan 
rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat  termasuk kategori pelayanan terpadu 
sangat baik (2018) dan terbaik nasional (2011-2014).  
Karakter yang perlu dikembangkan dalam pembinaan nilai etika ASN: 
responsiveness, transparansi, partisipisi masyarakat, dan demokrasi. Temuan 
maknanya adalah  pembinaan nilai etika ASN untuk mewujudkan Good 
Governance merupakan implementasi nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan 
manusia utuh.  
Temuan masalahnya adalah belum terbentuknya karakter moral otonom 
ASN, sehingga peneliti merekomendasikan pentingnya pembinaan nilai etika 
ASN secara intensif dan berkelanjutan dengan kepemimpinan transformasional; 
ekstensifikasi Peraturan Daerah tentang prinsip-prinsip Good Governance untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode pembelajaran kontekstual juga 
dibutuhkan pada materi Pendidikan Umum dan Etika Pemerintahan di Program 
Studi yang mencetak calon Aparatur Sipil Negara. 
 

























          This research is motivated by the rampant phenomenon of bad governance 
following reform. The main factor is the moral character of the State Civil 
Apparatus (ASN). The location of the study was at the Office of the One-Stop 
Integrated Investment and Services Office (DPM-PTSP) in Bekasi City.  
The aim of this study is to find out how the implementation of ASN ethical 
values in the DPM-PTSP office is to achieve good governance, to explore what 
character values need to be developed in the promotion of ASN ethical values, 
and to formulate a coaching model. The novelty of this research from a holistic 
perspective and a phenomenological-hermeneutic method of discovering the 
findings of the problem.  
The results of this study promoting the ethical values of ASN at the DPM-
PTSP office in Bekasi City are generally good, as demonstrated by the DPM-
PTSP performance of the average Community Satisfaction Index, including the 
excellent integrated service categories (2018) and the national best (2011-2014).  
Characters that need to be developed in fostering ASN ethical values: 
responsiveness, transparency, community participation, and democracy. The 
discovery of sense is the creation of ASN ethical values for the realization of Good 
Governance, the realization of the fundamental values of Pancasila for the 
realization of the whole human being.  
The finding of the problem is that the autonomous moral character of ASN 
has not yet been developed, which is why the researcher advises the importance 
of intensive and sustainable development of ASN ethical values with 
transformational leadership; Extension of local regulations on the principles of 
good government in order to increase public participation. Contextual learning 
approaches are also included in the General Education and Government Ethics 
materials of the Study Program, which prints candidates for the State Civil 
Apparatus. 
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